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Siaran Pers

Gelar Konferensi Pers Akhir Tahun, Bappenas Paparkan RKP
2021, Capaian SDGs Indonesia, dan Transformasi Ekonomi

BALI — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin
Konferensi Pers Akhir Tahun yang membahas tiga fokus utama, yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021,
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), dan
Transformasi Ekonomi Indonesia, Senin (28/12). Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya
perencanaan pembangunan, baik dalam jangka menengah maupun panjang yang adaptif di era volatility,
uncertainty, complexity and ambiguity, demi menjaga keseimbangan antara kepentingan memajukan
ekonomi, usaha produktif, dan tetap sehat. “Memasuki 2021, tentu tantangan tetap masih di sekitar
pandemi dan ini tentu soal vaksin dalam mencapai herd immunity, pemerintah berusaha agar vaksin terus
bisa dilakukan dengan baik,” ujar Menteri Suharso.

RKP 2021 mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan enam fokus
pembangunan, yakni Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan,
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Ketahanan
Bencana, dan Penguatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. “Tahun 2021 ini memang
diperkirakan menjadi tahun awal pemulihan ekonomi yang juga menjadi momentum mendorong reformasi
sosial, baik aspek perubahan struktural, maupun perubahan kultural, mindset, dan paradigma. Salah satu
sasaran pembangunan tahun 2021 juga untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga. Sasaran pembangunan
nasional 2021 mencakup dua komponen kunci. Pertama, pemulihan ekonomi dengan target Pertumbuhan
Ekonomi sebesar 5,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,7-9,1 persen, Rasio Gini sebesar
0,377-0,379, dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju target 29,85% hingga 30,64 persen di 2030.
Kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan terjaganya daya beli masyarakat dengan target
Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78—72,95 dan Tingkat Kemiskinan sebesar 9,2-9,7 persen.

Selain pemulihan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah pada 2021, Kementerian PPN/Bappenas
menegaskan bahwa tugas besar bangsa Indonesia adalah melakukan transformasi ekonomi untuk membawa
Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045. Untuk itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengusung enam
strategi transformasi ekonomi Indonesia. Strategi Pertama: SDM Berdaya Saing yang meliputi sistem
kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta riset dan inovasi. Strategi Kedua:
Produktivitas Sektor Ekonomi mencakup Industrialisasi, Produktivitas UMKM, dan Modernisasi Pertanian.
Strategi Ketiga: Ekonomi Hijau meliputi Ekonomi rendah karbon, blue economy, dan Transisi energi yang
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, membuka kesempatan kerja hijau yang lebih
berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Strategi Keempat: Transformasi Digital
terdiri atas, infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Strategi Kelima: integrasi
ekonomi domestik meliputi economic powerhouse dengan fokus pada infrastruktur konektivitas: superhub,
hub laut, hub udara, serta domestic value chain. Strategi Keenam: Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai
sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antar wilayah.

Hasil perhitungan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan, akibat pandemi Covid-19, kehilangan daya beli
masyarakat akibat Loss of Income sebesar Rp 374,4 triliun, akibat penurunan jam kerja di sektor industri dan
pariwisata. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan tingkat utilisasi industri turun hingga 55,3 persen dari titik
sebelumnya, yakni 76,3 persen. “Untuk meningkatkan trajectory perekonomian Indonesia, terutama untuk
keluar dari Middle Income Trap, kalau kita tidak melakukan transformasi ekonomi, kita tidak bisa
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mengembalikan produk domestik bruto kembali ke saat sebelum krisis. Kunci dari Transformasi Ekonomi
adalah mengubah struktur perekonomian dari sektor dengan produktivitas lebih rendah menjadi sektor
dengan produktivitas tinggi. Terkait kebutuhan investasi, di 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia
diperkirakan tumbuh lima persen sehingga butuh investasi 5.800-5.900 triliun rupiah,” ujar Deputi Bidang
Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.

Transformasi ekonomi juga bisa dicapai melalui TPB/SDGs, meski capaiannya kini terdampak pandemi Covid-
19 dari segi lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Namun demikian, capaian TPB/SDGs Indonesia patut
diapresiasi mengingat Indonesia adalah satu dari enam negara dengan perumusan Voluntary National
Review terbaik. Indonesia juga berhasil mencatatkan Laporan Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan
Kelembagaan yang Tangguh sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan
TPB/SDGs Indonesia 2019 yang diluncurkan Menteri PPN/ Kepala Bappenas pada 22 Oktober 2020,
pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs tergambar dari 280 indikator, sekitar 52 persen telah mencapai target
yang ditetapkan dalam RAN 2017-2019, 18 persen menunjukkan tren akan membaik, dan 30 persen yang
memerlukan perhatian khusus.

Perhatian khusus terkait capaian TPB/SDGs antara lain laju penurunan tingkat kemiskinan yang semakin
melambat, prevalensi stunting, wasting, dan defisiensi zat-zat gizi mikro yang masih relatif tinggi pada anak
balita, perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, pemanfaatan energi yang lebih efisien,
penurunan kesenjangan, pengelolaan konservasi perairan yang belum efektif, serta ketersediaan data yang
berkualitas dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat. Indonesia juga memiliki
29 provinsi yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah SDGs. Sekitar 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia juga telah menyampaikan Sustainability Report sebagai laporan partisipasi dalam
implementasi TPB/SDGs.

TPB/SDGs juga memastikan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keselarasan antara
perekonomian dan pelestarian lingkungan. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian
PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto menyatakan transformasi ekonomi juga meliputi ekonomi hijau dan rendah
karbon demi meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian dalam jangka pendek sekaligus melindungi
kesejahteraan untuk jangka yang lebih panjang. Menciptakan peluang lapangan kerja baru (green jobs) dan
investasi baru (green investments), mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, dan
meningkatkan daya dukung SDA dan lingkungan hidup menjadi prioritas implementasi ekonomi hijau.
Strategi yang diusung meliputi pengembangan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi sirkular,
pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan B3, restorasi lahan berkelanjutan, hingga pengembangan
pertanian berkelanjutan.

Terkait IKN, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi
Prawiradinata menyatakan dari sisi linimasa, pembangunan Ibu Kota Negara masih sesuai jadwal meski
mengalami sedikit pergeseran. Di akhir 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan berkantor di
IKN. “Bappenas telah menyelesaikan Master Plan dan Detail Plan IKN sehingga jika ada perintah dari
Presiden, bisa langsung dilakukan, bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, transformasi ekonomi
lebih cepat karena tidak boleh energi konvensional, sementara RUU sudah masuk Prolegnas, Raperpres
untuk membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara sudah siap,” tutup Menteri Suharso.

Bali, 29 Desember 2020

Parulian Silalahi Untuk informasi lebih lanjut:
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas
JI. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
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